
 
 

 
 
 

 
 
 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI KENDAL 

NOMOR 14 TAHUN 2017 
 

TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 3 TAHUN 2014 

TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH  

KABUPATEN KENDAL 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI KENDAL, 

 
Menimbang  :   a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah 

Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Kendal dan Peraturan Bupati Kendal Nomor 63 Tahun 

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 
dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Pertanian dan 
Pangan Kabupaten Kendal, maka Peraturan  Bupati 

Kendal Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Kendal 

dipandang tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga 
perlu diubah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, maka perlu  menetapkan Peraturan  
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan  Bupati 

Kendal Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Kendal; 

Mengingat     :   1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 

tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan 
mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 
5234); 

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5360); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas  Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,  Tambahan  Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 
Penetapan Mulai  Berlakunya Undang-Undang 1950 

Nomor 12, 13, 14 dan 15  dari  Hal  Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan 

Daerah Istimewa Yogyakarta; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3079); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533); 

10. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan 
Rakyat Nomor 34 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum 

Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri   Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 

tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan 
Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 

157); 

15. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kendal  Nomor  8  Tahun  
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

DaerahKabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1); 

16. Peraturan  Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten 

Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014 
Nomor 3 Seri E No. 3); 

17. Peraturan Bupati Kendal Nomor 63 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta 
Tata Kerja Pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten 
Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 

Nomor 63 Seri D No. 1); 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 3 TAHUN 2014 

TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN KENDAL. 
 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan  Bupati Kendal Nomor 3 

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan 
Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten 
Kendal Tahun 2014 Nomor 3 Seri E No. 3) diubah sebagai 

berikut : 
1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 13 diubah sehingga 

berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah Bupati yang dimaksudkan 

dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Kendal. 

4. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari 
sumber hayati produk pertanian, perkebunan, 

kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, 
baik yang diolah maupun tidak diolah yang 
diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi 

konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan 
pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang 

digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan 
dan/atau pembuatan makanan atau minuman. 
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5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal. 

6. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah 
persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh 
Pemerintah Daerah. 

7. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu 

yang dinyatakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau 
Pemerintah Daerah, mengancam kehidupan sosial 

masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat 
dan tepat di luar prosedur biasa. 

8. Kerawanan Pangan Pasca Bencana adalah kondisi 
adanya ancaman terhadap kecukupan dan 

ketersediaan pangan sebagai akibat dari bencana yang 
berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi. 

9. Gejolak harga pokok pangan/beras adalah kenaikan 

harga pangan pokok/beras yang di tingkat pasar 
mencapai 10 % (sepuluh persen) atau lebih dari harga 
normal paling sedikit 1 (satu) minggu dan/atau dapat 

meresahkan rumah tangga miskin dan/atau rawan 
pangan yang tidak menerima beras miskin. 

10. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, 

masyarakat atau rumah tangga yang tingkat 
ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup 
untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi 

pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. 

11. Rawan Pangan Transien adalah ketidakmampuan 
suatu daerah dalam jangka pendek atau sementara 
untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum. 

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 
tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD 
dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 
DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah. 

14. Camat adalah Pemimpin dan koordinator 
penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja 

Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya 
memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan 
dari Bupati untuk menangani sebagian urusan 

otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum 
pemerintahan. 

15. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai 

Perangkat Daerah. 

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 

 

Pasal 7 
 

(1) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana Cadangan 

Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri dari : 
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a. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten 

Kendal sebagai Ketua; 

b. Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas 
Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal sebagai 
Sekretaris; 

c. Inspektur Kabupaten Kendal sebagai Anggota; 

d. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan 
Pengembangan Kabupaten Kendal sebagai Anggota; 

e. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah Kabupaten Kendal sebagai Anggota; 

f. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal sebagai 
Anggota; 

g. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat 
Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal sebagai 

Anggota; 

h. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 
Kendal sebagai Anggota; dan 

i. Kepala Instansi terkait yang relevan. 

(2) Tugas Tim Pelaksana Cadangan Pangan Pemerintah 

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) : 

a. Identifikasi terhadap lokasi sasaran dan rumah 

tangga sasaran penerima bila penyaluran atas 
perintah Bupati (Top Down); 

b. Verifikasi terhadap lokasi sasaran dan rumah 
tangga sasaran penerima, dalam hal penyaluran 

atas usulan Kecamatan (Bottom Up); 

c. Pemberian rekomendasi untuk penetapan lokasi 
sasaran yang sudah identifikasi dan atau verifikasi 
yang akan menerima bantuan cadangan pangan 

pemerintah daerah kepada Kepala Badan 
Ketahanan Pangan, dan Pelaksana Penyuluhan 

Kabupaten Kendal sebagai pengelola cadangan 
pangan pemerintah daerah; 

d. Menyusun laporan tentang pelaksanaan kegiatan 
cadangan pemerintah daerah kepada Bupati 
melalui Kepala Badan Ketahanan Pangan, dan 

Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Kendal; 

e. Penyelesaian masalah pelaksanaan kegiatan 

pengembangan cadangan pangan pemerintah 
daerah dalam hal : 

1) pencairan dan pemanfaatan dana untuk 
pengadaan cadangan pangan pemerintah 

daerah; dan 

2) penyaluran cadangan pangan pemerintah 

daerah. 
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3. Ketentuan Pasal 17 ayat (2), ayat (3) diubah dan ayat (4) 
dihapus sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 17 

 

(1) Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana 
Penyuluhan Kabupaten Kendal sebagai pengelola, 
wajib memelihara stok cadangan pangan pemerintah 

daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. 

(2) Dalam hal stok cadangan pangan pemerintah daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, mendekati 
waktu kadaluarsa dan/atau berpotensi tidak dapat 

dimanfaatkan jika tidak dikeluarkan/disalurkan, 
maka Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana 
Penyuluhan Kabupaten Kendal dapat menjual. 

(3) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(4) Dihapus. 

4. Frasa "Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana 

Penyuluhan Kabupaten Kendal” dibaca dan dimaknai 
sebagai “Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal”. 

 
Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal. 

 
Ditetapkan di Kendal 

pada tanggal 10 Maret 2017 
 

BUPATI KENDAL, 

 
cap ttd 

 
MIRNA ANNISA 

 

 
 

Diundangkan di Kendal 

pada tanggal 10 Maret 2017 
 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KENDAL, 
 

cap ttd 
 
BAMBANG DWIYONO 

 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2017 NOMOR 15 


